PERATURAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOVOR 84 TAHUN 2006
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN KONSULTAN
HAK KEKAYAAN | NTELEKTUAL

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni nbang:

bahwa untuk nel aksanakan ketentuan Pasal 15 Undang- Undang Nonor 31
Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 13 Undang- Undang Nonor
32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Pasal 25
ayat (4) Undang-Undang Nonor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Pasal 7
ayat (9) Undang-Undang Nonor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-
Undang Nonor 19 Tahun 2002 tentang Hak G pta dan Undang- Undang d

bi dang Hak Kekayaan | ntel ekt ual | ai nnya, perlu menet apkan
Peraturan Presiden tentang Tata Cara Pengangkatan Konsultan Hak
Kekayaan | nt el ekt ual ;

Mengi ngat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
| ndonesi a Tahun 1945;

2. Undang- Undang Nonmor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nonmor 242,
Tanbahan Lenbaran Negara Republi k | ndonesi a Nonor 4044);

3. Undang- Undang Nonmor 31 Tahun 2000 tentang Desain |ndustri
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nonmor 243,
Tanbahan Lenbaran Negara Republi k | ndonesia Nonor 4045);

4. Undang- Undang Nonmor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu (Lenbaran Negara Republik 1ndonesia Tahun
2000 Nomor 244, Tanbahan Lenbaran Negara Republik |ndonesia
Nonor 4046) ;

5. Undang- Undang Nonor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lenbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nonmor 109, Tanbahan
Lenbaran Negara Republ ik I ndonesia Nonmor 4130);

6. Undang- Undang Nonor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lenbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nonor 110, Tanbahan
Lenbaran Negara Republik | ndonesia Nonmor 4131);

7. Undang- Undang Nonor 19 Tahun 2002 tentang Hak G pta (Lenbaran
Negara Republik 1ndonesia Tahun 2002 Nonor 85, Tanbahan
Lenbar an Negara Republik | ndonesia Nonmor 4220);

8. Per at uran Penerintah Nonmor 2 Tahun 2005 tentang Konsul tan Hak
Kekayaan |Intelektual (Lenbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nonor 2, Tanbahan Lenbaran Negara Republik
| ndonesi a Nonor 4466) ;

VEMUTUSKAN:
Menet apkan:

PERATURAN PRESI DEN TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN KONSULTAN HAK
KEKAYAAN | NTELEKTUAL.



BAB |
KETENTUAN UMM

Pasal 1

Dal am Peraturan Presiden ini yang di naksud dengan:

1. Konsul t an Hak Kekayaan | nt el ekt ual adal ah orang yang nmem | i ki
keahl i an di bidang Hak Kekayaan | ntel ektual dan secara khusus
menberi kan jasa di bi dang pengaj uan dan pengurusan pernohonan
di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang dikelola oleh
Direktorat Jenderal dan terdaftar sebagai Konsultan Hak
Kekayaan Intel ektual di D rektorat Jenderal.

2. Menteri adal ah Menteri yang nmenbawahkan Departenen yang sal ah
satu tugas dan tanggung jawabnya neliputi penbinaan di bi dang
Hak Kekayaan | ntel ektual .

3. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
I ntel ektual yang berada di bawah Departenen yang dipinpin
ol eh Menteri.

4. Peraturan Penerintah adalah Peraturan Penerintah Nonor 2

Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan I nt el ektual .

BAB | |
PENGANGKATAN KONSULTAN HAK KEKAYAAN | NTELEKTUAL

Bagi an Pert ama
Pengusul an Pengangkat an

Pasal 2

(1) Pengusul an pengangkatan Konsultan Hak Kekayaan I ntel ektual
di aj ukan secara tertulis kepada Menteri oleh Drektorat
Jender al berdasar kan pernohonan untuk diangkat nenjadi
Konsul tan Hak Kekayaan Intel ektual sebagai mana di atur dal am
Pasal 2 ayat (1) Peraturan Penerintabh.

(2) Pengusul an pengangkatan Konsultan Hak Kekayaan I ntel ekt ual
sebagai mana di maksud pada ayat (1) dilanpiri dengan Daftar
Penohon yang nenuat nama, data Penohon, dan kel engkapan
persyaratan Penohon untuk diangkat nenjadi Konsultan Hak
Kekayaan | ntel ektual sebagai nana di naksud dal am Pasal 2 dan
Pasal 3 Peraturan Penerintabh.

Bagi an Kedua
Pengangkat an

Pasal 3
Penohon yang diusulkan oleh Direktorat Jenderal sebagai nana

di maksud dal am Pasal 2 ayat (1), diangkat sebagai Konsultan Hak
Kekayaan I ntel ektual ol eh Menteri dengan Keputusan Menteri.



Pasal 4

Sebel um nenj al ankan j abat annya, Konsultan Hak Kekayaan I nt el ekt ual
sebagai mana di maksud dal am Pasal 3 wajib nengucapkan sunpah atau
janji menurut agamanya dihadapan Menteri sebagai mana di naksud
dal am Pasal 6 Peraturan Penerintah.

Pasal 5

Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang telah diangkat oleh
Menteri dan telah nengucapkan sunmpah atau janji sebagai nana
di maksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, didaftar dalam Daftar
Konsultan Hak Kekayaan |Intelektual dan diununkan dalam Berita
Resm di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang diterbitkan oleh
D rektorat Jenderal, sebagai mana di maksud dal am Pasal 7 Peraturan
Perer i nt ah.

Bagi an Ketiga
Kartu ldentitas Konsultan Hak Kekayaan I ntel ekt ua

Pasal 6

(1) Direktorat Jenderal nenerbitkan Kartu Identitas Konsultan Hak
Kekayaan |Intel ektual yang berfungsi sebagai tanda pengenal
bagi Konsultan Hak Kekayaan Intel ektual yang telah diangkat
ol en Menteri sebagai mana di maksud dal am Pasal 3, dan berl aku
sepanj ang yang bersangkutan tidak diberhentikan ol eh Menteri
sebagai Konsultan Hak Kekayaan I nt el ekt ual

(2) Kartu ldentitas sebagai nana di naksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya har us nenuat

a. nama | engkap;

b. nama dan al amat kant or;

C. foto diri Konsultan Hak Kekayaan I ntel ektual ;

d. nonor surat Kkeputusan pengangkatan sebagai Konsultan
Hak Kekayaan | ntel ektual oleh Menteri; dan

e. nonor urut Konsultan Hak Kekayaan |Intelektual sesuai

dengan Daftar Konsultan Hak Kekayaan |Intelektual yang
di t er bi t kan ol eh Di r ekt or at Jender al sebagai mana
di maksud dal am Pasal 5.

Pasal 7

(1) Dalam hal terdapat perubahan nama |engkap, nama kantor
dan/atau al amat kantor sebagai mana di maksud dal am Pasal 6
ayat (2) huruf a dan huruf b, Konsultan Hak Kekayaan
| nt el ekt ual yang bersangkutan wajib mel apor kan pada
Di rektorat Jenderal .

(2) Perubahan nama | engkap, nama kantor dan/atau al amat kantor
sebagai mana di naksud pada ayat (1) dicatat dalam Daftar
Konsul t an Hak Kekayaan I ntel ektual dan di umunkan dal am Berita
Resm di bi dang Hak Kekayaan Intel ektual sebagai mana di maksud
dal am Pasal 5.



BAB | I1
KETENTUAN LAI N- LAI' N

Pasal 8

(1) Konsultan Paten yang sudah terdaftar berdasarkan Peraturan
Penerintah Nonmor 33 Tahun 1991 tentang Pendaftaran Khusus
Konsul tan Paten, wajib nendaftar ul ang sebagai Konsultan Hak
Kekayaan Intelektual pada D rektorat Jenderal sebagai mana
di maksud dal am Pasal 15 Peraturan Peneri nt ah.

(2) Direktorat Jenderal nmengusul kan pengangkat an Konsul tan Paten
yang sudah nendaftar ul ang sebagai mana di naksud pada ayat (1)
sebagai Konsultan Hak Kekayaan |Intelektual kepada Menteri
sebagai mana di maksud dal am Pasal 2 ayat (1).

BAB |V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Peraturan Presiden ini mnulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
D tetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Cktober 2006
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,
ttd.

DR H. SUSI LO BAMBANG
YUDHOYONO



